
 

 

 

 

BUPATI LAMPUNG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR       43      TAHUN    2014 

 

TENTANG 
 

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, 
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN 

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMPUNG BARAT, 

 
Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan 

keuangan kepada partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 

2014 maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 

Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggung Jawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten 
Lampung Barat Perlu di revisi;    

b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 
dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten 

Lampung Barat;  
 
Mengingat   :  1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik              
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5189); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 

SALINAN 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;                 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 26    Tahun 2013; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 
2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;  

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA 
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD,  PENGAJUAN, 

PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Barat. 

5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 
sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada 
Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Barat  yang penghitungannya berdasarkan jumlah 

perolehan suara. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 



 

8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau 
sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Lampung 
Barat yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau 

sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan 
Pimpinan Pusat Partai Politik. 

9. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten      
Lampung Barat 

10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Lampung Barat 

 
BAB II 

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 2 

(1)  Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber  dari APBD diberikan 
oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya. 

(2)  Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang 

mendapatkan kursi di DPRD. 

(3)  Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara 

proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. 
 

Pasal 3 

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik di 
daerah yang mendapat kursi di DPRD. 

 

Pasal 4 

(1)  Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan 
suara hasil Pemilu DPRD tahun 2014. 

(2)  Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan 
oleh Komisi Pemilihan Umum. 

 
Pasal 5 

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut: 

a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi 
di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun 

anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu 
DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan 

oleh Komisi Pemilihan Umum; 

b.  Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap 
tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 

dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
dan 

c.  jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah 

jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai 
bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

 
 
 

 
 

 



Pasal 6 

(1)  APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a adalah APBD Tahun Anggaran 2013 untuk penghitungan bantuan 
keuangan kepada Partai Politik Tahun 2014 - 2019 dan seterusnya. 

(2)  Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf a, adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2009 

untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2014-2019 
dan seterusnya. 

 

Pasal 7 
Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 

 
 

BAB III 
PENGANGGARAN DALAM APBD 

Pasal 8 

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam 
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dianggarkan dalam jenis 

belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai 
Politik. 

 

Pasal 9 

(1)  Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD 
dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. 

(2)  Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik 
memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 

 
 

BAB IV 

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

Pasal 10 

(1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan 
Partai Politik Kepada Bupati. 

(2) Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di tanda tangani 

oleh ketua, dan sekretaris atau sebutan lainya dengan menggunakan kop surat 
dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi 
berupa:  

a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan 
kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh ketua umum dan 

sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya; 

b. Fotocopy nomor pokok wajib pajak; 

c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara 

Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir ketua atau 
sekretaris komisi pemilihan umum; 

d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan 

pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; 

e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan 

mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang 
diterima untuk pendidikan politik; 

f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang 

bersumber dari APBD Tahun Anggaran sebelumnya yang telah diperiksa 
oleh BPK; dan 



g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai 

peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang 
tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC tingkat 
Kabupaten diatas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai 

Politik. 

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di buat dalam 

rangkap 2 (dua). 

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya 
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kantor Kesbang          

dan Politik. 

 

Pasal 11 

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan 
sebangaimana yang di maksud dalam pasal 10 pada tahun anggaran berjalan, 

bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan. 
 
 

BAB V 
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK 

Pasal 12 

(1)  Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (2) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan 

Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik. 

(2)  Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Politik. 

(3)  Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
Komisi Pemilihan Umum dan unsur Satuan Kerja Perangkat  Daerah yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  

(4)  Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Pasal 13 

(1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan 
Partai Politik dibuat dalam berita acara. 

(2)  Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan 
persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

(3)  Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

BAB VI 
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

Pasal 14 

(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik 
dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati. 

 
(2) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan 

bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah. 

 

 

 



 

 

BAB VII 

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 15 

(1) Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan 

pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. 

(2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagamana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit 60% ( enam puluh persen ) dari besaran bantuan yang diterima. 

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai 
pendidikan politik. 

 
Pasal 16 

(1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk: 

a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

b. meningkatkan partisifasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan 
bermasyrakat, berbangsa dan bernegara; dan 

c. meningkatkan kemandirian kedewasaan dan membangun karakter bangsa 
dalam rangka memelihara persatuan bangsa dan kesatuan bangsa 

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan 

kegiatan : 

a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar bangsa dan bernegara yaitu 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia 

dalam membangun etika dan budaya politik; dan  

c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. 

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan memperhatikan keadilan dan kesataraan gender untuk membangun 
budaya etika politik sesuai dengan pancasila. 

 

Pasal 17 

Bentuk kegitan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16,      

antara lain berupa: 

a. seminar; 

b. lokakarya; 

c. dialog interaktif; 

d. sarasehan; dan 

e. workshop; 

 
Pasal 18 

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan 

pengeluaran atas dana bantuan keuangan.  
 

 
 
 

 



 

 
 

BAB VIII 

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN 

Pasal 19 

(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan 
pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.  

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)          

terdiri dari : 

a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan balanja bantuan keuangan Partai 
Poltik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik    

per kegiatan; dan  

b. Barang Inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan 

pengadaan/penggunaan jasa. 

(3) Format laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisah dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 20 

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan 
pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala        

1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. 
 

Pasal 21 

(1)  Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Bupati. 

(2)  Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan. 

 

Pasal 22 

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terbuka 
untuk diketahui masyarakat. 

 
Pasal 23 

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 

dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD 
dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung 

Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten 

Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 25 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat. 
 
 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 1 Oktober  2014 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

        
 

 
       MUKHLIS BASRI 
 

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 1 Oktober 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  

 

 
NIRLAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR  43 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 

           NOMOR  : 43 TAHUN  2014 
           TANGGAL  : 1 Oktober  2014 
  
 

FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNG JAWABAN 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ............ 

TAHUN ANGGARAN ................ 
 

Laporan pertanggung jawaban penerimaan dan penyaluran bantuan keuangan Partai 
Politik sebesar Rp. ............................., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan 
pada Tanggal ... .......Bulan............... Tahun............ sebagai berikut: 
 

NO JENIS PENGELUARAN JENIS 
KEGIATAN 

VOLUME 
KEGIATAN 

RELISASI 
(Rp) 

KETERA
NGAN 

1 2 3 4 5 6 

A PENDIDIKAN POLITIK     

 a. Seminar; 
b. Lokakarya; 
c. Dialog Interaktif; 
d. Sarasehan; dan 
e. Workshop 

    

B OPERASIONAL SEKRETARIAT     

 1.Administrasi Umum 
a. Keperluan ATK 
b. Rapat Internal Sekretariat 
c. Ongkos Perjalanan Dinas 
    Dalam Rangka Mendukung 
    Kegiatan Operasional 
    Sekretariat 

    

 2.Langganan Daya Dan Jasa 
a. Telepon dan Listrik 
b. Air Minum 
c. Jasa Pos dan Giro 
d. Surat Menyurat  

 
 

   

 3.Pemeliharaan Data Dan Arsip     

 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor     

C SALDO Rp........................... 

 
Mengetahui : 

 
 

          KETUA                                               BENDAHARA, 

 
        (...................................)              (..............................................) 

                        
 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 
 

        
 

                        MUKHLIS BASRI 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

LAMPIRAN II  :  PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
   NOMOR  : 43 TAHUN 2014 

   TANGGAL :  1 Oktober   2014 
 

 

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI 

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN 

KEPADA PARTAI ........................... 

Pada hari ini   ................   Tanggal   ...........................................   Bulan   ....................    

Tahun.............. Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, 

Penggunaan dan Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk 

berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor ......... Tahun .........    

Tanggal ........ telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan administrasi 

bantuan keuangan Partai Politik Tahun ........  yang diajukan oleh DPC ................. 

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada 

Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..............................  telah memenuhi 

persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Barat  yang didasarkan pada jumlah perolehan suara Partai 

Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lampung Barat pada 

Pemilihan Umum Tahun .......... sebanyak .......... suara sah  X Rp .............. 

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan 

Keuangan kepada Partai ................................ ini, dibuat untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Liwa,  ....................................... 2014 

TIM VERIFIKASI 

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI 

POLITIK 

  

1.  .......................................... ..          KETUA         (..........................................) 

2. .............................................     SEKRETARIS    (..........................................) 

3. .............................................       ANGGOTA       (...........................................) 

4. .............................................       ANGGOTA       (...........................................) 

5. .............................................       ANGGOTA       (...........................................) 

6. .............................................       ANGGOTA       (...........................................) 

7. .............................................       ANGGOTA       (...........................................) 

 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

 
 

 MUKHLIS BASRI 

 

  



LAMPIRAN  I   :  PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
    NOMOR :  43 TAHUN 2014 

      TANGGAL : 1 Oktober 2014 

 

 

I. BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2014 KABUPATEN LAMPUNG BARAT  

 

No 
No. 
Urut 

Parpol 

NAMA PARPOL YG MEMPEROLEH KURSI HASIL 
PEMILU 2014 

JMLH 
KURSI 

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
TAHUN 2014 JUMLAH 

AKHIR 

SATUAN 
HARGA 
PER-

SUARA 

TAHUN 
ANGGARAN 

2014 
DP 1 DP 2 DP 3 DP 4 DP 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 PARTAI NASDEM 1 590 1.046 9.071 1.639 2.286 14.632 20.431.149 

2 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ( PKB ) 4 3.800 2.860 3.225 3.045 2.413 15.343 21.423.942 

3 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ( PKS ) 1 2.996 2.279 2.803 2.471 3.823 14.372 20.068.102 

4 4 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ( PDI-P ) 12 22.551 21.096 13.611 5.805 9.722 72.785 101.632.121 

5 5 PARTAI GOLONGAN KARYA ( GOLKAR ) 3 5.294 2.794 5.845 4.211 2.465 20.609 28.777.033 

6 6 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA      ( GERINDRA ) 4 1.690 5.585 4.873 4.639 3.467 20.254 28.281.335 

7 7 PARTAI DEMOKRAT 5 5.955 7.193 6.413 5.201 4.873 29.635 41.385.923 

8 8 PARTAI AMANAT NASIONAL ( PAN ) 4 4973 2309 3599 3680 3.456 18.017 25.157.737 

9 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( PPP ) 3 1.881 3.410 3.594 2.446 3.778 15.109 21.097.200 

10 15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA ( PKPI ) 3 529 4.132 4.250 3.666 2.798 15.375 21.468.624 

JUMLAH 40 50.259 52.704 57.284 36.803 39.081 236.131 329.723.166 

  

 

RUMUS  Jml bulan        X                 Jml APBD Bantuan Keuangan TA Sebelumnya               X    Jumlah perolehan Suara parpol  

 

     12                 Jml Perolehan Suara Parpol Yang Mendapatkan Kursi Tahun 2009     yang mendapatkan kursi pemilu 2014 
 

  

 

 
Jumlah APBD Bantuan keuangan TA  2013                                                                         748.698.000 

 

 
Jumlah perolehan suara parpol yang mendapat kan kursi tahun 2014                                 236.131  

 
Jumlah satuan harga persuara / index Pers-suara                                                                4189  

 

Ket : )* untuk sisa bulan TA 2014 , bantuan Keuangan kepada Parpol hasil pemilu 2014 ( Bantuan Tahap II )  

 
Di hitung sejak pelantikan anggota DPRD terpilih hasil Pemilu 2014 ( 18 Agustus 2014 ) sehingga rumus sisa bulan =  

 
4 bulan    X    Jumlah APBD Bantuan Keuangan TA sebelumnya                X     Jumlah Perolehan Suara masing-masing Parpol   

 

    12       jml perolehan suara Parpol  yang mendapatkan kursi tahun 2009       Yang mendapatkan kursi pemilu tahun 2014  

  
 

  
 

  
 

   



  
 

LAMPIRAN  I   :  PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR  : 43 TAHUN 2014 2014 

  TANGGAL : 1 Oktober 2014  

 

I. BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2013 KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

No 

No. 

Urut 

Parpol 

NAMA PARPOL YG MEMPEROLEH KURSI 

HASIL PEMILU 2009 

JML 

KURSI 

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  

TAHUN 2009 
JUMLAH 

AKHIR 

SATUAN 

HARGA  

PER-SUARA 

TAHUN ANGGARAN 

2013*) 
DP 1 DP 2 DP 3 DP 4 DP 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

1 2 P. KARYA PEDULI BANGSA 1 1.775 1.321 1.127 1.497 4.255 9.975 Rp.     41.795.250 

2 5 P. GERAKAN INDONESIA RAYA 1 664 434 687 522 2.264 4.571 Rp.     19.152.450 

3 7 P. KEADILAN DAN PERSATUA IND. 2 368 398 2.881 1.877 1.781 7.305 Rp.     30.607.950 

4 8 P. KEADILAN SEJAHTERA 1 1.643 1.353 1.210 1.181 2.299 7.686 Rp.     32.204.300 

5 9 P. AMANAT NASIONAL 4 2.796 2.411 2.250 5.851 2.240 15.548 Rp.     65.146.100 

6 10 P. PERJUANGAN INDONESIA BARU 1 211 212 101 2.000 964 3.488 Rp.     14.614.700 

7 13 P. KEBANGKITAN BANGSA 1 1.506 1.034 2.445 1.167 1.706 7.858 Rp.     32.925.000 

8 15 P. NASIONAL IND. MARHAENISME 1 726 251 595 3.023 776 5.371 Rp.     22.504.450 

9 22 P. PELOPOR 1 273 90 2.136 437 1.055 3.991 Rp.     16.722.250 

10 23 P. GOLONGAN KARYA 3 950 2.337 1.824 5.133 3.997 14.241 Rp.     59.669.750 

11 24 P. PERSATUAN PEMBANGUNAN 3 1.942 2.698 1.998 711 1.125 8.474 Rp.     35.506.050 

12 28 P. DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 10 5.583 7.153 5.232 15.006 15.115 48.089 Rp.   201.492.900 

13 29 P. BINTANG REFORMASI 2 1.891 1.043 341 1.454 3.054 7.783 Rp.     32.610.750 

14 31 P. DEMOKRAT 6 2.016 2.493 5.264 8.553 2.896 21.222 Rp.    88.920.150 

15 33 P. INDONESIA SEJAHTERA 1 1.025 408 1.619 1.743 1.662 6.457 Rp.    27.054.800 

16 34 P. KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA 1 454 2.602 156 477 477 4.166 Rp.    17.455.500 

17 41 P. MERDEKA 1 1.897 8 2 549 6 2.462 Rp.    10.315.750 

JUMLAH 40 25.720 26.246 29.868 51.181 45.672 178.687  Rp.  748.698.100 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

    

 



LAMPIRAN  I   :  PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
    NOMOR      :   43 TAHUN  2014 

      TANGGAL  :   1 Oktober  2014 

 

 

I. BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU 2009 KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2014 

 

No 
No. 
Urut 

Parpol 

NAMA PARPOL YG MEMPEROLEH KURSI 
HASIL PEMILU 2009 

JML 
KURSI 

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
TAHUN 2009 JUMLAH 

AKHIR 

SATUAN 
HARGA 
PER-

SUARA 

TAHUN 
ANGGARAN 2014 

 ( 8 BULAN ) 

TAHUN 
ANGGARAN 2014 

( 8 BULAN *) 
DP 1 DP 2 DP 3 DP 4 DP 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 P. KARYA PEDULI BANGSA 1 1.775 1.321 1.127 1.497 4.255 9.975 Rp.  27.863.500 Rp.   27.863.500 

2 5 P. GERAKAN INDONESIA RAYA 1 664 434 687 522 2.264 4.571 Rp.  12.768.327 Rp.   12.768.300 

3 7 P. KEADILAN DAN PERSATUA IND. 2 368 398 2.881 1.877 1.781 7.305 Rp.  20.405.300 Rp.   20.405.300 

4 8 P. KEADILAN SEJAHTERA 1 1.643 1.353 1.210 1.181 2.299 7.686 Rp.  21.469.560 Rp.   21.469.550 

5 9 P. AMANAT NASIONAL 4 2.796 2.411 2.250 5.851 2.240 15.548 Rp.  43.430.747 Rp.   43.430.700 

6 10 P. PERJUANGAN INDONESIA BARU 1 211 212 101 2.000 964 3.488 Rp.    9.743.147 Rp.   9.743.100 

7 13 P. KEBANGKITAN BANGSA 1 1.506 1.034 2.445 1.167 1.706 7.858 Rp.  21.950.013 Rp.   21.950.000 

8 15 P. NASIONAL IND. MARHAENISME 1 726 251 595 3.023 776 5.371 Rp.  15.002.993 Rp.   15.002.950 

9 22 P. PELOPOR 1 273 90 2.136 437 1.055 3.991 Rp.  11.148.193 Rp.   11.148.150 

10 23 P. GOLONGAN KARYA 3 950 2.337 1.824 5.133 3.997 14.241 Rp.  39.779.860 Rp.   39.779.850 

11 24 P. PERSATUAN PEMBANGUNAN 3 1.942 2.698 1.998 711 1.125 8.474 Rp.  23.670.707 Rp.   23.670.700 

12 28 P. DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 10 5.583 7.153 5.232 15.006 15.115 48.089 Rp. 134.328.607 Rp. 134.328.600 

13 29 P. BINTANG REFORMASI 2 1.891 1.043 341 1.454 3.054 7.783 Rp.  21.740.513 Rp.   21.740.500 

14 31 P. DEMOKRAT 6 2.016 2.493 5.264 8.553 2.896 21.222 Rp.  59.280.120 Rp.   59.280.100 

15 33 P. INDONESIA SEJAHTERA 1 1.025 408 1.619 1.743 1.662 6.457 Rp.  18.036.553 Rp.   18.036.550 

16 34 P. KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA 1 454 2.602 156 477 477 4.166 Rp.  11.637.027 Rp.   11.637.000 

17 41 P. MERDEKA 1 1.897 8 2 549 6 2.462 Rp.    6.877.187 Rp.     6.877.150 

JUMLAH 40 25.720 26.246 29.868 51.181 45.672 178.687  Rp. 499.132.354 Rp. 499.132.000 

   
)* Berakhirnya masa keanggotaan DPRD Lampung Bara hasil Pemilu 2009 

  
   Adalah tanggal 18 Agustus 2014 

  
   8 bulan    X    Satuan Harga Per suara   X    Jumlah Suara Partai Politik 

      12 
  

    


